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BABII
KAJIAN TEORI

A. Kajia Konseptual tentang Gender dalam Pendidikan Islam

1.

Definisi dan Konsep Gender

Kata gender dilihat secara etimologis adalah kata yang berasal
dari bahasa Inggris, sedangkan dari segi struktur bahasa (gramatikal)
gender adalah bentuk nominal (noun) yang menunjuk kepada arti jenis
kelamin dan sex,! atau disebut dengan al/-jins dalam bahasa Arab.? Arti ini
rancu, karena dengan demikian gender disamakan dengan sex yang berarti
“jenis kelamin”. Kamus Webster menyebutkan bahwa gender adalah
“perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi
nilai dan tingkah laku”.3

Sedangkan dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan
bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat
perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik
emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam

masyarakat.* Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal sex and gender

: En Introduction menjelaskan gender sebagai “cultural expectations for

! Peter Salim, Advance English-Indonesia Dictionary edisi ketiga (Jakarta: Modern English
Press, 1991), 7.

2 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, ( Jakarta :
Pustaka Progresif, 2002), 214.

3 Webster’s New World Dictionary (New York: Webster’s New World Clevenland, 1984), 561.

4 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina:
2001), 33-34.
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women and men,” atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan
perempuan.’

Margaret L. Andersen dalam Ursula. “/ntroduction : Gender and
the Study of religion, mendefiniskan gender sebagai berikut:

“ Gender refers to the socially learned behaviors and expectations that
are associated with two sexes. Thus, whereas ‘maleness’ and ‘femaleness’
are biological facts, masculinity and feminity are culturally constructed
attributes. Similar to the social categories established by race and social
class, gender patterns what others expect of us and what we expect of
ourselves. Gender also establishes, in large measure, our life chances and
directs our social relations with others.

Perbedaan jenis kelamin digunakan sebagai dasar pemberian
peran sosial yang tidak sekedar menjadi pembeda dalam pembagian kerja,
namun  lebih dari itu juga menjadi instrumen pengakuan dan
pengingkaran sosial, ekonomi, politik, serta penilaian peran dan hak-hak
dasar laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya kata gender termasuk kosa kata baru yang masuk ke
dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, istilah ini
menjadi sangat populer digunakan baru dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Kantor Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP),
konsep gender: “..mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan
dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran

ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam

dan di antara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis

S Hilary M. Lips, Sex & Gender: An Introduction (London: Mayfield Publishing Company, 1993),
4.

6 King, Ursula. “Introduction : Gender and the Study of religion, dalam “Religion and Gender,
(USA : Blackharell, 1995), 15
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antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang
dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara
maskulinitas dan femininitas.”. 7 Perbedaan jenis kelamin digunakan
sebagai dasar pemberian peran sosial yang tidak sekedar menjadi
pembeda dalam pembagian kerja, namun lebih dari itu juga menjadi
instrumen pengakuan dan pengingkaran sosial, ekonomi, politik, serta
penilaian peran dan hak-hak dasar laki-laki dan perempuan, yang
berimplikasi pada akses dan partisipasi keduanya termasuk dalam bidang
pendidikan.

Hal ini senada dengan pendapat Mansour Fakih, bahwa gender
adalah “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan
yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.® Mansour Fakih dalam
buku yang lain mengadopsi pendapat Oakley yang mengatakan gender
adalah behavioral differences antara laki-laki dan perempuan yang social
constructed, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan
Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan
melalui proses sosial budaya yang panjang.’ Pandangan ini didukung oleh
Zaitunah bahwa gender “merupakan sebuah konstruksi sosial yang
bersitat relatit, tidak berlaku umum atau universal’.'® Penggunaan kata

seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang yang

7 Portal.menegpp.go.id, (diakses 12 Januari 2015).

8 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
8.

® Mansour Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah
Gusti, 1996), 46.

10 Zaitunah, Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur’an (Yogyakarta: LKiS,
1993), 5.
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meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi
fisik, reproduksi dan karakterisitik biologis lainnya. Sehingga kemudian
dengan sadar atau tidak, aspek gender tersebut membawa konsekuensi
logis bila ternyata berperan secara tidak adil.

Kata gender dan seks atau jenis kelamin harus dibedakan. Jenis
kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan
merupakan penentuan secara biologis. Jenis kelamin secara permanen
tidak akan berubah. Adapun gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat
pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun
kultural. Maka gender bukanlah suatu given atau kodrat yang tidak bisa
dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi
sosial-budaya. Konstruk gender bukan melihat manusia dari sisi biologis
tetapi lebih kepada konstruksi dari struktur sosial dan budaya. Secara
umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan
perempuan dari segi social budaya, sedangkan seks digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi
biologi.

Pemahaman dan pebedaan antara kedua konsep tersebut sangat
diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-
persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini
disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender

differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan
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struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep
gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu
analis gender.!!

Berkaitan denga penjelasan ini, adalah menarik apa yang
dijelaskan oleh Sumbulah!?, bahwa istiah gender mempunyai beberapa
variasi makna, yaitu gender sebagai istilah asing, gender sebagai
fenomena social budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender
sebagai persoalan sosial, dan gender sebagai sudut pandang. Gender
sebagi fenomena sosial budaya diartian bahwa dalam kehidupan sehari-
hari manusia melukuan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.
Dengan demikian gender bukan sesuatu yang asing, karena sering kali
melakukannya walaupun tanpa disadari. berimplikasi dalam kehidupan
sosial tidaklah bersifat given (takdir), tetapi bersifat sosiokultural, jika da
sesuatu yang merugikan pihak-pihak tertentu, maka hal tersebut bisa
dirubah.

Sebagai persoalan sosial budaya, gender lebih memfokuskan
mengenai ketimpangan, yaitu masalah ketimpangan antara hak dan
kewajiban, ketimpangan hak dan kewajiban dianggap menjadi persoalan
karena merugikan pihak-pihak tertentu. Ketimpangan hak dan kewajiban
berkaitan dengan permasalahan sosial, bisa berupa ketidakadilan yang

harus dihilangkan dan diupayakan adanya persamaan (equality).

I Mansour Fakih, Analisis, 4.
12 Umi Sumbulah, Studi tentang Sensivitas Gender UIIS Malang, dalam Ulul Albab (Jurnal studi
Islam, sains dan teknologi STAIN Malang, Vol.3 No.2), 126.
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Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan
penelitian yang berfungsi untuk memahami gejala social budaya. Gender
dijadikan perspektif dengan asumsi bahwa didalam masyarakat ada
perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau
akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin tersebu (sexual
differentiation), ada pembedaan dalam kehidupan social, ada lakilaki dan
perempuan, ada domestic dan public, dan sebagainya.

Adanya ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan
yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Kkita,
mumunculkan istilah bias gender. Bias gender artinya adanya
penyimpangan atau kecenderungan diskriminasi tertentu (ketidakadilan
gender). Bias gender yang lebih mengemuka di masyarakat khususnya di
Indonesia terjadi pada kalangan perempuan. Artinya posisi perempuan
Indonesia saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasikan. Bias
gender dalam pendidikan tampak jelas dalam pengelompokan gender ke
dalam jurusan, bidang kejuruan atau bidang-bidang keahlian yang
berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini bisa berdampak buruk
dalam

Simbol dalam kehidupan sangat memengaruhi keberadaan gender.
Laki-laki diidentikkan dengan kejantanan (masculinity), sedangkan
perempuan diidentikkan dengan kewanitaan (feminity). Persepsi yang
dilekatkan pada perempuan adalah sebagai makhluk lemah lembut, cantik,

manja, penakut, mudah terbawa emosi dan penuh kasih sayang.
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Sebaliknya laki-laki adalah rasional, bertubuh kuat, perkasa, pemberani,
tegas dan agresif.!*> Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan
sendirinya memberikan peran yang berbeda dan lebih luas kepada laki-
laki, karena laki-laki mendapat status nilai sosial yang relatif tinggi
dibandingkan perempuan.'4

Jadi dapat disimpulkan bahwa gender adalah sebuah konsep yang
dijadikan parameter dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan
perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat
(social construction) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality
dan tidak menjadikannya sebagai alat mendiskriminasikan salah satu
pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

2. Gender dalam Islam

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata yang persis dengan istilah
gender, namun jika yang dimaksud adalah menyangkut perbedaan laki-
laki dan perempuan secara biologis yaitu meliputi perbedaan fungsi, peran
dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk
itu. Semua istilah yang digunakan al-Qur’an bagi laki-laki dan perempuan
dapat dijadikan obyek penelusuran, seperti istilah al-rajul atau al-rijal dan
al-mar’ah atau al-nisa’, al-dzakar dan al-untsa.

Termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti

suami (al-zauj) dan istri (al-zaujah), ayah (al-ab) dan ibu (al-umm),

13 Judi Wacjman, Feminisme Versus Teknologi (Yogyakarta: SBPY, 2001), 10.
4 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender
(Bandung: Mizan, 1999), 35-36.
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saudara lakilaki (al-akh) dan saudara perempuan (al-ukht), kakek (al-jadd)
dan nenek (al- jaddah), orang Islam lakilaki (al-muslimun) dan orang-
orang Islam perempuan (al-muslimaat) dan laki-laki beriman (al-
mu’minlin) dan perempuan beriman (al-mu’minat). Demikian pula halnya
dengan kata-kata ganti untuk laki-laki (dlamir mudzakar) dan kata ganti
untuk perempuan (dlaamir mu’anats)'>

Al-Qur’an mempunyai tantangan yang tidak mudah dalam
memaknai kesetaraan laki—laki dan perempuan. Untuk membuktikan
bahwa Islam mendukung idealisme kesetaraan itu, maka disebut pada

ayat—ayatnya, seperti a/-Ahzab 33 : 35,

;;éw.;.‘f/ il :}\;'\.;;lj“d/ oi.aj.iﬁ’ g }ij’l}’ calzadls QA.L’M.ZJ,TZ)I
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Artinya.: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,
laki-laki dan perempuan yang mukmin, lakilaki dan perempuan yang tetap
dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa,
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan
perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar’.

Konsep kesetaraan ini mengisyaratkan 2 (dua) pengertian. Pertama,

al-Qur’a mengakui martabat pria dan wanita dalam kesejajaran tanpa

15 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, (Cet. ke-1; Jakarta:
Paramadina, 1999), 13-14
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membedakan jenis kelamin, kedua, pria dan wanita mempunyai hak dan
kewajiban yang sejajar di segala bidang, akan tetapi pandangan inferior
bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah juga disosialisasikan atas

nama agama, seperti surat a/-Nisd’4:34 :
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Artinya: “Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena
Allah telah melebihkan mereka ( pria ) atas sebagian yang lain ) wanita ) dan
karena mereka ( pria ) telah menatkahkan harta mercka”

Interpretasi terhadap ayat di atas menunjukkan bahwa kaum pria
karena sebagai pemimpin mempunyai hak istimewa daripada kaum
perempuan, maka perempuan adalah kaum yang lemah sebagai hamba
sahayanya atau pelayan (helper) bagi kaum laki—laki. Hampir semua tafsir
mengalami bias gender yang antara lain disebabkan karena pengaruh budaya
timur tengah yang androcentris. Dimana sumber konsep, model dan teori
dalam kajian agama sangat “laki—laki sentris”. '° Boleh jadi pada ayat—ayat
seperti telah disebutkan, dimaksudkan tidak untuk merendahkan kaum

perempuan. tetapi merujuk kepada fungsi dan peran sosial berdasar jenis

kelamin (gender roles).

16 King, Ursula. “Introduction : 89.
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Pada umumnya mereka mempunyai riwayat sabab nuzul, sehingga
sifatnya sangat historical.!” Memahami ajaran agama melalui penafsiran al-
Qur’an sebagaimana yang ditafsirkan ulama salaf tidak sepenuhnya benar.
Artinya kondisi sosial masyarakat tidak lagi seperti pada masa dulu. Bukan
saja karena al-Qur’an harus diyakini berdialog dengan setiap generasi, namun
juga harus dipelajari dan dipikirkan. Sementara hasil pemikiran (termasuk
penafsiran) selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kondisi
pengalaman, ilmu pengetahuan, latar belakang pendidikan yang berbeda dari
satu generasi ke generasi lainnya, bahkan antara pemikir satu dan pemikir
lainnya pada suatu generasi.'® .

Dalam sejarah dunia, Islam merupakan agama sekaligus sistem sosial
yang pertama mengakui status manusiawi dalam wanita, dengan memberi
mereka martabat dan kehormatan yang tinggi, dan memberi mereka hak yang
sama dengan pria dalam segala aspek, serta menghapuskan segala
diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin (sex). Namun, dalam Islam,
hal itu hanya berjalan sementara waktu, ketika kaum muslim (mufassir) mulai
merubah ajaran-ajaran Tuhan dan Nabi-Nya, dan menafsirkan dengan salah
satu ayat-ayat Al-Qur’an, di mana perintah-perintah tentang wanita
diberikan, sehingga membuat wanita-wanita itu menjadi lebih diperbudak
dari sebelumnya. Di samping itu, adanya faham-faham misogynic (yang

membenci wanita) dari luar Islam yang masuk ke dalam literature hadis,

17 Umar, Argumen, 111.

18 Subhan, Zaitunah. Taf$ir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur;an, (Y ogyakarta :
LKIS,1999), 8.
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riwayat isra’iliyyat , "Yyang dijadikan rujukan utama dalam menafsirkan Al-
Qur’an, membuka peluang yang semakin luas terjadinya bias gender dalam
memahami agama. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil ialah bahwa
status wanita lebih inferior terhadap kaum pria dan dengan alasan yang sama
mereka mempunyai hak yang lebih sedikit.?°

Menurut Riffat Hassan, adanya diskriminasi dan segala macam bentuk
ketidakadilan gender yang menimpa kaum wanita dalam lingkungan umat
Islam berakar dari pemahaman yang “keliru” dan bias patriarkhi terhadap
sumber ajaran Islam, yaitu kitab suci Al-Qur’an. >'Maka bagi Riffat, salah
satu upaya yang paling strategis yang harus dilakukan dewasa ini, adalah
membaca kembali pewartaan Al-Qur’an dengan optik wanita. Hanya melalui
“rekonstruksi hermeneutik” itulah, spirit egalitarian Al-Qur’an yang
revolusioner dapat kembali ditemukan, dan “suara-suara wanita” dapat
kembali didengar. 2> Pertanyaan yang muncul adalah “bagaimana sebenarnya
relasi pria dan wanita dalam Islam sendiri?”.

Dalam al-Qur’an sendiri tidak ditemukan ayat yang secara detail
menerangkan tentang penciptaan (asal-usul) perempuan, kecuali pada ayat a/-
Nisa ayat 1 yang selalu diandalkan untuk melegitimasi bahwa perempuan
diciptakan dari bagian (tulang rusuk) laki-laki terbukti dengan banyaknya

kitab tafsir mu’tabar dari kalangan jumhur yang menafsirkan kata nafs al-

19 Nasaruddin Umar, Argumen ,280- 290

20 Qamaruddin Khan, Status of Women in Islam, Sterling Publishers Put. Ltd, New Delhi, 1990,
13.

2L Abdul Mustaqim, “Pemikiran Riffat Hassan tentang Feminisme’, dalam Jurnal Studi Islam
Profetika, vol. 3, no. 1 Januari 2001, 47.

22 Ibid., 50.
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waéhidah ( a single self’) dengan Adam dan kata zawj (pair) ditafsirkan dengan
Hawa, istri Adam Seperti dalam 7afsir al-Mizan, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-
Bahr al-Muhith, Tafsir Rih al-Bayan, Tafsir al-Kasysyat ,Tafsir al-Saud,
Tafsir Jami’ al-Bayan dan Tafsir Maraghi.
a. Perempuan sebagai individu
Dukungan untuk berbuat baik oleh al-Qur’an diberikan tanpa
membedakan etnis smengandalkan prestasi dan kualitas saja karena al- Qur’an
tidak menganut faham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis
kelamin tertentu, atau the first ethnic, yang mengistimewakan suku tertentu. 2
Al-qur’an menyoroti perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat
perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan
perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-qur’an memperlakukan baik individu
perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah
dan individu perempuan dan laki-laki tersebut, sehingga terminology kelamin
(sex) tidak diungkapkan dalam masalah ini. >* Pernyataan-pernyataaan al-Qur’an
tentang posisi dan kedudukan perempuan dapat dilihat dalam beberapa ayat
sebagaimana berikut:
1) Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban
sama untuk beribadat kepadaNya sebagaimana termuat dalam Adz-

Dzariyat: 56

Nasaruddin Umar, Argumen, 110
24 Nasaruddin Umar, Argumen , 4
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Artinya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembah-Ku

Pada ayat tersebut jelas ditujukan bahwa Tuhan menciptakan
alam semesta, termasuk manusia adalah secara berpasang—pasangan.
Jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelaslah bahwa yang satu
tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain. Sehingga di sini aspek
komplementer menjadi sangat kuat, baik bagi manusia yang berjenis
kelamin laki—laki maupun perempuan.

2) Perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki termuat dalam QS.
An-naba’ ayat 8

D Bl xaalss
Artinya :
Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan
Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan
mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan

pilihannya termuat dalam Maryam: 93-95.
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Artinya :
Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi , kecuali akan datang
kepada hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka
dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap
mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-
sendiri.

3) Perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah untuk

dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga. Sebagaimana

termuat dalam An-Nahl; 97 23

E

P 1

rﬁf‘)@.ﬁjj;njj wo‘y}- WZASA}A) &

Artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
kami berikan kepadanya kehidupan yang baik , dan sesungguhnya
Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang
lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat-ayatNya bahkan Al-qur’an tidak menjelaskan
secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam,
sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar
itu prinsip al-Qur’an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah
sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil (equal/) dengan hak

suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas

perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban

25 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam PenafSiran, ( Yogyakarta:
LK1, 2003) ,64.
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atas laki-laki. Karena hal tersebutlah maka al-Qur’an dianggap
memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan
kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan

perempuan. 2

b. Perempuan dan Hak Kepemilikan

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan
manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan
perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan
dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta
kekayaannya sendiri, sehingga dan tidak suami ataupun bapaknya dapat
mencampuri hartanya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam (An-

Nisa’: 32)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena)
bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah
sebagian dari karuniaNya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Kepemilikan atas kekayaannya tersebut termasuk yang didapat
melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar

atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk

26 M.Hidayat Nur Wahid, Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini, dalam
Mansour Fakih (ed), Membincang Feminisme Diskursu Gender Persfektif Islam, (Surabaya:
Risalah Gusti, 1996), 3-35.
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orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami. Sayyid Qutb
menegaskan bahwa tentang kelipatan bagian kaum pria dibanding kaum
perempuan dalam hal harta warisan, sebagaimana yang tertulis dalam al-
Qur’an, maka rujukannya adalah watak kaum pria dalam kehidupan, ia
menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain
ia juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan
keluarganya itu.

Itulah sebabnya ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk
dua orang, sementara itu kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh
kebutuhannya ditanggung oleh suaminya, sedangkan bila ia masih gadis atau
sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia
peroleh, ataupun kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat
laki-lakinya. Jadi perebedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang
muncul karena karekteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai
konsekwensi logis dalam pembagian warisan.?’

Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum wanita dalam
bidang keagamaan, pemilikan dan pekerjaan, dan realisasinya dalam jaminan
mereka dalam masalah pernikahan yang hanya boleh diselenggarakan dengan
izin dan kerelaan wanita-wanita yang akan dinikahkan itu tanpa melalui
paksaan. “Janganlah menikahkan janda sebelum diajak musyawarah, dan
Jjanganlah menikahkan gadis perawan sebelum diminta izinnya, dan izinnya

adalah sikap diamnya’ (HR. Bukhari Muslim).

27 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam (Bandung, Penerbit Pustaka, 1984), 71-74.
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Bahkan Islam memberi jaminan semua hak kepada kaum wanita
dengan semangat kemanusiaan yang murni, bukan disertai dengan tekanan
ekonomis atau materialis. Islam justru memerangi pemikiran yang
mengatakan bahwa kaum wanita hanyalah sekedar alat yang tidak perlu
diberi hak-hak. Islam memerangi kebiasan penguburan hidup anak-anak
perempuan, dan mengatasinya dengan semangat kemanusiaan yang murni,
sehingga ia mengharamkan pembunuhan seperti itu.?®

¢. Perempuan dan Pendidikan
Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar
berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat
mengecam orangorang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki

maupun perempuan. Sebagaimana dalam QS. az-Zumar: 9

- {.& v D28 & - - Il i 7 - 5{“/.'// § :/} i
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b

Artinya :

Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung atau kah orang
yang beribadah di waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia
takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan-Nya ?
katakanlah , ©“ adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui ? sesungguhnya orang yang berakal lah yang
dapat menerima pelajaran.

Kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan nabi dalam hadis.
Artinya: menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan.

(HR. Muslim)

2 Ibid., 80.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam justru
menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum
perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengandung
keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari
segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan
sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebankan
kewajiban yang sama kepada keduanya.

Teori-teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan
masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan
gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli
dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama
bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang
digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-
teori sosiologi dan psikologi.

Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori
sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini
berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa
bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar
yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi
setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut

dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam
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kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F.

29 Teori struktural-fungsional mengakui

Ogburn dan Talcott Parsons
adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini
merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan
menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam
struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial
pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi
sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan
fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk
kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang
melandasi sistem masyarakat.3°

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk
masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial.
Laki-laki berperan sebagai pemburu (Aunter) dan perempuan sebagai
peramu (gatherer). Sebagai pemburu, laki-lakilebih banyak berada di luar
rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada
keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan
reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak.
Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil

menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini

2 Ratna Megawangi. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender.(
Bandung: Mizan. Cet. 1.1999), 56.
30 Tbid,57
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stratifikasi peran gender sangat relevan diterapkan dalam masyarakat
modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran
secara seksual adalah suatu yang wajar 3!). Dengan pembagian kerja yang
seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik.

Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka
sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan.
Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa
mengacu kepada posisi semula. Teori struktural-fungsional ini mendapat
kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang
selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki
diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan
domistik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby
teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang
Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam
stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat. 3

Meskipun teori ini banyak memeroleh kritikan dan kecaman, teori
ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat
industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi
industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi
diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat
produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan.

Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat

31 Nasaruddin Umar , Argumen, 53
32 1bid, 54
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diterima secara wajar. Yang juga memerkuat pemberlakuan teori ini
adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan
Heidi Hartman®?® cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja
berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan
tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih
tinggi dan menduduki posisi sentral.
b. Teori Sosial-Konflik
Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai
masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat
pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan
yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya.
Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya
dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat3*
Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan
dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya.
Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu
gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki
dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan
bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang
diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-lakiperempuan (suami-
isteri) tidak ubahnya dengan hubungan ploretar dan borjuis, hamba dan

tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran

33 Ibid., 60.
34 Ratna Megawangi, Membiarkan, 76.
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gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena

konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para

pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori

diterminisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang

mendasari teori struktural-fungsional, yaitu:

1) Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik,
pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan
pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem
sosial secara sistematis menghasilkan konflik;

2) Konflik adalah suatu yang takterhindarkan dalam semua sistem sosial.

3) Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang
terbatas, terutama kekuasaan.

4) Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.*

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar,
terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai
basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf
dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels,
menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan
ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh

beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak,

35 Ibid., 81.
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suami dan isteri, senior dan yunior, laki-laki dan perempuan, dan lain
sebagainya. 3¢
Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis

modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai

feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan

feminisme radikal.

c. Teori Feminisme Liberal
Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan

antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai
hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis
liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan
perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada pembedaan (distinction)
antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ
reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan
bermasyarakat .3’ Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara
teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan
diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar
rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin
yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi
perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

d. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

36 Nasaruddin Umar , Argumen, 63.
37 Ratna Megawang. Membiarkan , 225.
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Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat
agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh
sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour,
termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis
Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum
perempuan sadar bahwa mereka merupakan ‘kelas’ yang tidak diuntungkan.
Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para
perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan.’®

Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu
menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi
sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas
dan gender dalam kerangka dasar ideologinya. Teori ini juga tidak luput dari
kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domistik. Marx dan Engels
sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domistik. Pekerjaan
domistik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal
semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung
pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya
makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain
yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi
yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domistiknya telah

banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan

38 Ibid, 226.
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uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan laki-laki dari sector domistik yang dikerjakannya.
e. Teori Feminisme Radikal
Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu
1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori
feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada
keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya
sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki),
sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-
laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan
tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa
Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas
dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley
selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model
sebagai perempuan mandiri.>
Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam,
bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis
sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini.
Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan
merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh
masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa

lepas dari beban ini.

39 Ratna Megawang, Membiarkan, 226.
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f. Teori Ekofeminisme
Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah
perkembangan ekologi dunia yang semakin buruk. Teori ini mempunyai
konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti
di atas. Teori-teori feminism modern berasumsi bahwa individu adalah
makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak
menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme melihat
individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan
berinteraksi dengan lingkungannya. *° Menurut teori ini, apa yang terjadi
setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi
oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi
justeru menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap
sistem maskulin yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin
(dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin
dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah
kompetisi, self-centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari
cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan
pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam,
meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin

banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya

0 Tbid., 189.
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g. Teori Psikoanalisa

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-
1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki
dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud
menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu 7id,
ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh
interaksi ketiga struktur itu. /d sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis
sejak lahir. /d bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap
kedua sumber lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya
menjinakkan keinginan agresif dari /d Ego berusaha mengatur hubungan
antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial.
Superego berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu
mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol 7id .*!

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir
yang tidak dapat dirubah. Teori psikoanalisa Freud sudah banyak yang
didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau
pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik. Freud tidak
sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak
didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu teori Freud ini
justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme

dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan

4l Nasaruddin Umar , Argumen, 46.
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terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang
benar.

Dengan demikian dapat ditarik garis besar, sebenarnya aliran-aliran
feminisme muncul karena adanya ketimpangan gender atau gender gap yang
berkaitan dengan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam
keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan
dan berkesetaraan gender (gender equality) dan keadilan gender (gender
equity), maka harus ada relasi gender yang harmonis antara laki-laki dan
perempuan .

4. Pendidikan Islam berprespektif Gender

Pendidikan Islam berperspektif gender adalah untuk memberikan dan
menjamin terpenuhinya hak pendidikan yang sama bagi laki-laki dan
perempuan. la merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai
Islam berlandaskan al-Qur’an dan Hadis Nabi untuk mengantarkan
terbentuknya kepribadian Islami dengan mempertimbangkan perbedaan
kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan laki-laki dan perempuan akibat
konstruksi sosial lingkungannya, menuju pendidikan berkesetaraan gender
agar keduanya memperoleh manfaat yang sama dari hasil pendidikan dalam
mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian pendidikan islam berprespekti gender merupakan
tujuan untuk menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan
pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Perlakuan dan

kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan
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tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik.*’
Pendidikan Islam diharapkan mampu merealisasikan tujuan hidup manusia
sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam, yaitu beribadah kepada Allah.*3
Tujuan mulia pendidikan Islam tersebut sama sekali bebas dari bias gender
akibat perbedaan jenis kelamin. Adapun tujuan khusus pendidikan Islam
responsif gender dirumuskan secara spesifik berupa harapan-harapan yang
ingin dicapai dalam proses pendidikan.

Konsep pendidikan Islam umu bersumber dari al-Quran dan As-
Sunnah , nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan wawasan pemikiran Islam. 44
Dengan demikian pendidikan Islam berprespektif gender diimplementasikan
berdasarkan pada pertama, ajaran al-qur’an dan as-sunnah yang meliputi
penghargaan Islam terhadap akal, keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu,
serta kedua nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang selaras atau tidak
bertentangan dengan ajaran Islam atas dasar manfaat , dan menghindari
kendala-kendala yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan , sehingga
kedua jenis kelamin sama-sama memperoleh hasil belajar yang baik; ketiga, warisan
pemikiran Islam yang berpotensi mendorong terwujudnya kesetaraan gender sebagai
bahan pengembangan pendidikan Islam yang bermuara pada prinsip dasar Islam

sebagai agama yang ramah terhadap perbedaan gender dan perbedaan-perbedaan

lainnya.

42 Eni Purwati dan Hanun Asrohah, Bias Gender dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: Alpha,
2005), 30.

4 Ahmad Tafsir, /lmu Pendidikan dalam Perspektit Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005), 46.

4 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif,
1979), 7.
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B. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pendidikan Islam

1.

Strategi Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses kepada, berpartisipasi
dalam, mempunyai kendali atas dan mendapatkan manfaat yang sama
dalam proses pembangunan. Jadi pengarusutamaan gender dilakukan
dalam semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari semua kebijakan dan program pembangunan.

Agenda pengarusutamaan gender sebenarnya muncul dalam
strategi—strategi perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam
perspektif kaum perempuan. Kritik kontemporer gender telah berawal
dari studi empirik tentang perbedaan analisis mengenai tatanan sosial dan
perilaku manusia di mana gender merupakan elemen integral Strategi
pertama atau disebut juga strategi yang tertua, yaitu strategi
“meningkatkan peran wanita” melalui peran global yang dikenal sebagai
Women in Development (WID) atau melibatkan kaum perempuan dalam
pembangunan.*> Strategi ini didasarkan pada analisis yang berfokus pada
kaum perempuan dengan asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan
berakar pada rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri,

dan hal itu mengakibatkan mereka tidak mampu berkompetisi dengan

45 United Nation. The Millennium Development Goals Report 2013. (New York: United Nation.),

142.
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kaum lelaki. Agenda mengejar ketertinggalan kaum perempuan ini
bertumpu pada pemahaman modernisasi.

Secara internasional, Dewan FEkonomi dan Sosial PBB
(ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai berikut. Strategi agar kebutuhan
dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan
dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan
program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga
perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan
ketidakadilan tidak ada lagi.

Secara mendasar, PUG menurut Saraswati (2013)* merupakan
sebuah strategi, bukan tujuan. Lebih lanjut ia menyatakan: PUG
“dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi
kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan
budaya dapat terwujud”. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan
keadilan gender. PUG merupakan sarana supaya semua program
pembangunan  dapat  dilaksanakan dengan  mempertimbangkan
kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan. Selain
akses dan kesempatan, perempuan juga perlu mendapatkan kendali
(control) dan manfaat (oufcome) program pembangunan demi

terwujudnya keadilan gender.

46 Daly, M. 2005. ‘Gender mainstreaming in theory and practice’ Social Politics: international
studies in gender, state and society 12(3):433-450 .
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Konsep PUG pertama kali saat konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu
berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan
masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai
dipetakan. Terdapat 12 wilayah kritis yang harus ditempuh dalam upaya
pemberdayaan perempuan di negara-negara anggota PBB. Wilayah kritis
tersebut adalah: 1) perempuan dan kemiskinan; 2) pendidikan dan
pelatihan untuk perempuan; 3) perempuan dan kesehatan; 4) kekerasan
terhadap perempuan; 5) perempuan dan konflik bersenjata; 6) perempuan
dan ekonomi; 7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan
keputusan; 8) mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; 9)
hak asasi perempuan; 10) perempuan dan media; 11) perempuan dan
lingkungan; dan 12) anak perempuan.*’

PUG secara formal diadopsi dalam Bejjing Platform for Action
(BPFA) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pihak-pihak lain harus
mempromosikan kebijakan gender mainstreaming secara aktif dan nyata
terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan
diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-
laki telah dilakukan.

PUG telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000
dengan keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres No. 9 tahun 2000. Inpres

ini merupakan suatu dasar hukum untuk pelaksanaan PUG yang

47 1bid., 408.
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merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam
mengikuti kesepakatan internasional dan juga dari desakan masyarakat
luas misalnya melalui para pakar atau pemerhati masalah gender agar
pemerintah melakukan tindakan-tindakan nyata yang dalam usaha
mempercepat keadilan dan kesetaraan gender.

Hal ini dilakukan mengingat akar masalah ketidakadilan yang
terjadi selama ini mungkin saja berasal dari praktek kebijakan dan
program pembangunan (selain masalah budaya), yang menyebabkan ada
kelompok yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, dan kelompok
lainnya menikmati keuntungan dari proses pembangunan tersebut.
Sebagai contoh dalam proses sosialisasi mengenai bagaimana menjadi
perempuan yang ideal, seringkali keluarga, sekolah, bacaan dan televisi
yang menjadi sumber informasi, menegaskan suatu bentuk hubungan
antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki tetap ditonjolkan, serta
perempuan cenderung dihubungkan dengan kegiatan domestik .*¢

Strategi PUG perlu ditempuh demi mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Cakupan PUG dalam INPRES 9/2000 meliputi:
perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender
(gender budgeting), pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi. Agar PUG
menjadi lebih konkret, PUG kemudian diadopsi pula pada Rencana

Pembaungan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2004-2009, dan RPJMN

* Ace Suryadi & Ecep Idris. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan.( Cet. ke-1;. Bandung:
Genesindo, 2004), 78.
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2010-2014. Pada RPJMN 2010-2014, PUG merupakan satu dari
Kebijakan = Pengarusutamaan yang harus diwujudkan, selain
pengarusutamaan tentang pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola
pemerintahan yang baik. Khusus untuk PUG, sasaran utamanya adalah
peningkatan kualitas hidup perempuan, penanganan kekerasan terhadap
perempuan, dan peningkatan efektifitas kelembagaan dalam
melaksanakan PUG di tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota.

Pengadopsian PUG di tingkatan yang lebih rendah didukung pula
dengan sejumlah kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan
penganggaran pembangunan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011. Pedoman ini mengatur bahwa PUG harus tercermin dalam
dokumen-dokumen rencana pembangunan dan kelembagaan PUG.

Ada tiga prinsip utama dalam PUG yaitu menempatkan individu
sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai
hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, prinsip demokrasi
dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan
aspirasi dan kebutuhan mereka dan prinsip Fairness, justice and equity

(pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan *° Menurut Rao dan

4 Dewi, Sinta R. Pengarusutamaan Gender’. Jurnal Perempuan, ( Jakarta Yayasan Jurnal
Perempuan , 2006 edisi 50 ), 6-7.
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Kelleher PUG itu sendiri harus terjadi dalam 4 tingkat yaitu individual
atau personal, sosial, nilai-nilai informal yang terbentuk dalam budaya

dan praktik-praktik agama serta aturan formal institusi.>

2. Faktor Pendukung Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender yang menjadi

pendukung adanya Gender Maistreaming dalam pendidikan Islam dapat
diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

a. Kurangnya partisipasi (under-participation). Dalam hal partisipasi
pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama.
Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal
jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar
belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau
sepertiga jumlah murid laki-laki.>!

b. Kurangnya keterwakilan (under-representation). Partisipasi perempuan dalam
pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan
kecenderung disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang
pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki.
Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah
tersebut menunjukkan penurunan drastis.

c. Perlakuan yang tidak adil (unfair treatment). Kegiatan pembelajaran dan

proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan.

0 Ibid, 14.
S Amasari , Laporan Penelitian Pendidikan Berarusutamaan Gender ,(Banjarmasin: IAIN Antasari,
2005), 31.
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Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih
besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru
kadangkala cenderung berpikir ke arah “self fulfilling prophecy” terhadap
siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh
pendidikan yang tinggi.

. Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan
untuk menggunakan sumber daya tanpa memilki otoritas untuk memutuskan
terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut.
Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di
setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah
tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini
membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang
terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu
mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya
semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan
dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang
seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah
tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor
penyebabnya stereotype gender.

Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk
memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan

yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang
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pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang
didominasi oleh kaum perempuan.

. Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan
menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode
pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan
keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki
otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan
sumber daya.

. Dimensi manfaat adalah sesuatau yang baik intuk didapatkan atau diterima
oleh seseurang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya.
Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang
didapatkan kecil.

Dengan demikian, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan
dalam Pendidikan Islam melalui kebijakan nasional yang diemban oleh
Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
merupakan Lembaga yang mampu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan
Gender serta meningkatkan kualitas peran perempuan sangatlah penting.

. Landasan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pendidikan Islam
Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian Agama

khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan mandat dari

peraturan perundangan dan berikut dasar hukum yang melandasinya, yaitu:

a. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;
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. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan
Nasional;

Tujuan ke-3 MDGs: Meningkatkan persamaan gender dan Pemberdayaan
perempuan;

Surat Edaran Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KPPPA No.
270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-
PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG)
melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Peraturan Menteri Keuangan yang terbit setiap tahun tentang Pedoman
Penalaahan RKA-KL (tahun 2012, 2013, dan 2014) untuk melaksanakan
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada level
kegiatan;

Peraturan Presiden No 18 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak di Daerah Konflik dan PERMEN PP-PA no 6 tahun 2013
tentang Keluarga

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan

. Publik Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Madrasah

Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor
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11 Tahun 2010 tentang perencanaan dan penganggaran pada
Pendididkan Islam yang responsif gender .2
Beberapa landasan konseptual tentang kesetaraan gender di atas
menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakan secara operasional
pada berbagai sektor yang lebih riil. Utamanya di sektor pendidikan
Islam perlu dikeluaranmkebijakan-kebijakan baru demi terselenggaranya
pendidikan Islam yang berkeadilan gender.
4. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pendidikan Islam
a. Kebijakan Pendidikan Islam berprespektif Gender
Kebijakan adalah suatu pernyataan baik tertulis maupun lesan, yang
berisi penjelasan tentang aturan, prinsip-prinsip yang (terutama) berfungsi
sebagai  penjelasan maksud dan tujuan, keputusan untuk mengatur,
mengendalikan, melayani, panduan tindakan, strategi pemecahan masalah,
dan norma perilaku. Semua hal tersebut bermuara pada pencapaian suatu
sasaran tertentu. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang
menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada
pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
Secara garis besar, tujuan kebijakan merupakan tujuan kebijakan
umum yang bermaksud memperbaiki kualitas keduanya antara perempuan

dan laki-laki. Sedangkan tujuan kebijakan yang digenderkan adalah tujuan

52 Tim Penyusun. Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Lakilaki Melalui Pendidikan
Islam. ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama — Australia Indonesia
Partnership, 2010.), 67-70.
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kebijakan umum juga yang tidak secara eksplisit menyebutkan langkah
pengurangan ketidak seimbangan relasi gender dalam objek sasaran yang
ingin dituju. Kemudian tujuan kebijakan responsif gender adalah kebijakan
yang selalu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki
dan perempuan dalam beberapa aspek pembangunan, dan yang terahir
adalah tujuan khusus untuk perempuan artinya adalah kebijakan yang
memang ditujukan secara khusus untuk kesejahteraan perempuan, secara
khusu kebijakan itu melakukan pemberdayaan untuk perempuan.
Suatu kebijakan publik dipandang berspektif gender apabila:
1) Tujuan atau sasaran kebijakan telah ditetapkan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender
2) Berdasarkan atas analisis situasi berdasarkan data terpilih menurut
jenis kelamin
3) Menetapkan indikator-indikator gender pada setiap kebijakan
pembangunan
4) Menetapkan rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan gender.
Dengan demikian suatu kebijakan pendidikan dikatakan
berkualitas baik dalam perspektif gender apabila menetapkan tujuan atau

sasaran untuk memperkecil kesenjangan gender di bidang pendidikan. 3

53 Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan
Gender, (Surakarta: LPP UNS Press, 2009), 135.
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Kualitas kebijakan pendidikan dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu

netral gender, potensial bias gender, dan responsif gender.>*

Tabel 2.1.
Kebijakan sensitive gender ada tiga jenis:

Netral Gender kebijakan atau program kegiatan tersebut sudah

memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan
Potensial Bias | kebijakan atau program tersebut tidak memihak pada salah
Gender satu jenis kelamin.

Responsife Gender

kebijakan atau program tersebut terkesan netral gender,

tetapi berpotensi untuk diimplementasikan secara bias
gender (merugikan salah satu jenis kelamin)

Memberikan kesempatan bagi perempuan yang mempunyai
kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana
laki-laki. Namun demikian, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut
kelihatannya masih minim dan bahkan sangat jarang ada laki-laki begitu
memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh perempuan.
Oleh karenanya sangat wajar, kalau dikemudian hari banyak terjadi
ketidakadilan gender, bahkan kesenjangan dari segi peran, hak dan kewajiban
antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender dapat
dipenuhi jika ada jaminan yang pasti dari undang-undang atau hukum. Relasi
gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga bergantung
pada faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang sehat dan dinamis.

Ada beberapa strategi untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias

gender. Nugroho> menganjurkan empat strategi pokok sebelum menjalankan

5% [bid. hal. 15.

55 Nugroho, R. D. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan,
Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik,



66

kebijakan agar tidak bias gender: Pertama, pastikan para pelaksana
memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender.
Kedua, memastikan bahwa ada mekanisme reward dan punishment bagi
pematuh dan pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro
gender. Keempat, mengevaluasi kinerjanya, dan persyaratan pokok yang
harus dipenuhi antara lain: (1) adanya kesamaan konsepsi tentang gender dan
kesetaraan gender; (2) adanya kecukupan kemampuan untuk melakukan
evaluasi dalam konteks kesetaraan gender; (3) alat ukur evaluasi itu sendiri
harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana kesetaraan
gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu.

Model dan transformasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho®
menyebutkan bahwa: Pada kondisi awal, kesetaraan gender tidak tercapai
karena ada kebijakan-kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini dapat
ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan netral gender , ataupun
melalui kebijakan spesifik gender ,untuk kemudian ditransformasi menjadi
kebijakan netral gender. Namun demikian pada akhirnya harus ada kebijakan
pengontrol yang mengontrol kebijakan netral gender agar tidak bias dalam
implementasinya yang secara efektif dilakukan dengan mempertahankan
maupun menyempurnakan kebijakan spesifik gender. Langkah-langkah

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ,

Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan. (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.2012) , 254
36 Ibid., 256.
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Kebijakan netral gender:
dicirikan dari adanya kesetaraan

gender dalam akses, kontrol,

partisipasi,

dan penikmatan sumberdaya

produktif

Gambar 2.1
Model dan tranformasi kebijakan>’

g%/

ﬁ%@

-

Kebijakan pengontrol
kesetaraan gender :
dicirikan dengan adanya
kebijakan pengontrol agar
kebijakan yang netral gender
tidak bias dalam praktek

/

Berikut adalah Sistem Pendukung Kebijakan responsif gender.

Perangkat sistem yang umum digunakan adalah

1) Alat analisis kesenjangan gender.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Meneg PP dan PA) dan Bapenas mengembangkan alat analisis

yang disebut dengan Alur Kerja Analisis Gender ( Gender Analysis

Pathway/GAP). Alat ini bertujuan untuk menemukenali kebijakan dan

faktor penyebab munculnya kesenjangan gender dan rekomendasi untuk

memperbaiki kebijakan.

2) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

7 1bid., 257.
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Perangkat yang digunakan dalam merencanakan program dan
kegiatan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender.
Perencanaan yang responsif gender memberikan kejelasan tentang
penerima .°% Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah
sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula
penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah
dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif
gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka
kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan
manfaat pembangunan.

Untuk membuat kebijakan pendidikan islam yang mengutamakan
gender maka harus dilakukan perencanaan dan penganggaran responsif
gender. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan dan
penganggaran perlu responsif gender, diantaranya:

1) Lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis
situasi.

Pada analisis situasi atau analisis gender dilakukan pemetaan
peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan,
kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan
dan laki-laki. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran

responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang

8Siti Hidayati Ama, Anggaran Responsif Gender: Pendekatan Baru dalam Pemberdayaan
Perempuan. Dalam Anggaran Responsti Gender Konsep dan Aplikasi (Jakarta: Civic Education
and Budget Transparency Advocation.2007) ,21.
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lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki
dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan
aftirmative action apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi
kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran
dari  sebuah  program/kegiatan, @ kapan dan  bagaimana
program/kegiatan akan dilakukan;

2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan
gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan
dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat
mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan
antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana
maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk
menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebu.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah bisa
dikatakan responsif gender atau bias gender atau bahkan buta gender,
maka digunakan langkah-langkah praktis analisis berikut ini:

1) Menggambarkan atau memetakan kondisi laki-laki dan perempuan, anak
perempuan dan laki-laki menurut kelompok yang berbeda (situation).
2) Menelaah dan melihat apa ada kebijakan yang tersedia yang

mempertimbangkan gender (policy).
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3) Menetapkan anggaran untuk pembiayaan program dan proyek yang
berdampak gender (budget).

4) Melihat hasil dan manfaat (outcome, benefit) dari program dan proyek
yang dilaksanakan dari sisi manfaat untuk masyarakat.

5) Menguji dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan, misalnya
apa program sesuai tujuan (impact) yang ditetapkan, apa terjadi perubahan
peningkatan kesejahteraan masyarakat?.>

Dengan demikian, dapat diketahui apakah suatu kebijakan atau
program telah memperhatikan aspek gender atau belum.Dengan berdaarkan
analisis di atas, maka suatu kebijakan atau program atau kegiatan dapat
dikategorikan ke dalam salah satu kategori kebijakan berdasarkan tujuan
gendernya.Diantaranya adalah tujuan kebijakan umum (general policy
objective), tujuan kebijakan yang digenderkan (engendered policy
objective), tujuan kebijakan yang responsif gender (gender responsit policy
objective), dan tujuan khusus untuk perempuan (women-specitic policy
objective)®.

b. Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pendidikan Islam
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy
makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
implementasinya.. Implementasi kebijakan strategis dan kebijakan mutu

dalam bidang pendidikan dapat dijabarkan menjadi program-program dan

3 Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia.( Yogyakarta:
PustakaPelajar.2008), 104.
% Siti Hidayati Amal, Anggaran ,24.
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dilaksanakan dengan cepat, sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah
yang ada. Apabila suatu aspek dalam kebijakan mempunyai
keterlaksanaan yang kurang, maka perlu dilakukan perbaikan. Semuanya
ini tentunya memacu pada rumusan kebijakan yang sesuai untuk
diimplementasikan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian salah satu sasaran
Millennium Development Goals (MDGs), yaitu kesetaraan dan keadilan
gender. Untuk mencapai target tersebut, pembangunan pendidikan perlu
tetap diarahkan pada upaya menangani persoalan kesenjangan gender
yang terjadi pada sektor pendidikan, yang menyangkut isu akses,
pemerataan, perluasan, dan keadilan dalam pendidikan, mutu dan
relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan.!

Dalam kaitan dengan akses, pemerataan, perluasan, dan keadilan
pendidikan, arah dan kebijakan yang dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan akses dan daya tampung pendidikan;

2) Menurunkan angka putus sekolah siswa perempuan;

3) Meningkatkan angka melanjutkan lulusan dengan memberikan
perhatian khusus pada anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal;

4) Memberikan dukungan pelayanan secara terintegrasi untuk

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab, serta membantu

6! Satyawan, 1. ‘Gender mainstreaming in education: an Indonesian experience’. In:Tarjana, S.
ed. 2011 Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju
Pengarusutamaan gender.(Solo: Cakra Books.2007), 56.
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keluarga yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan

kepada anak-anaknya; dan

5) Melakukan penyesuaian berbagai upaya dengan situasi dan

permasalahan masing-masing daerah atau wilayah, serta
dikoordinasikan bersama oleh seluruh stakeholders.

Dalam kaitan dengan isu mutu dan relevansi pendidikan, arah dan

kebijakan yang diambil, antara lain:

1)

2)

Menyempurnakan kurikulum dan memperbaiki materi ajar agar
lebih sensitif gender;

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga
memiliki pemahaman yang memadai mengenai masalah gender,
bersikap sensitif, serta menerapkannya dalam proses pembelajaran.

Dalam kaitan dengan manajemen pendidikan, arah dan kebijakan

yang diambil, antara lain:

1)

2)

3)

Melakukan analisis terhadap kebijakan dan peraturan perundangan
yang masih bias gender;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan pendidikan yang berwawasan gender;
Meningkatkan kapasitas institusi pengelola pendidikan yang
memiliki kemampuan untuk merencanakan, menyusun kebijakan,
strategi dan program pendidikan berwawasan gender secara efektif

dan efisien;



73

4) Mengembangkan pusat-pusat studi wanita atau gender serta

memperkuat pusat-pusat studi lainnya sehingga berwawasan gender

sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan

pendidikan berwawasan gender.

Arah dan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan melalui lima

strategi utama yaitu

1)

2)

3)

4)

5)

Penyediaan akses pendidikan yang adil dan bermutu pada setiap
jenjang, jalur, dan jenis pendidikan bagi anak laki-laki dan
perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun
pendidikan luar sekolah;

Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia
dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan;
Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan dalam
rangka meningkatkan tingkat keaksaraan terutama penduduk
perempuan;

Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka
mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender dalam
berbagai kebijakan pendidikan; dan

Pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat
pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender

melalui peningkatan kapasitas (capacity building).

2 Tim Penyusun. Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional.( Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002),

98-102
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Integrasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam
dapat dilakukan melalui®: pertama, kebijakan PUG bidang
pendidikan Islam; kedua, manajemen dan budaya di tingkat satuan
pendidikan Islam; ketiga, kurikulum dan pembelajaran pendidikan
Islam di dalam kelas; keempat, peran serta masyarakat dan komite
madrasah; kelima, sinergi pendidikan Islam dengan pendidikan di
bawah naungan Kemendiknas. Implementasi PUG bidang pendidikan
Islam sangat ditentukan oleh kebijakan PUG yang mengacu pada
terpenuhinya unsur-unsur atau yang lazim disebut komponen kunci ¢
seperti yang telah dijelaskan  diatas yaitu komitmen politik,
kelembagaan atau struktur, Sumber daya, system infomasi dan data,
alat analisis atau gender analysis skill serta dukungan masyarakat.

Ada dua pendekatan dari strategi pengarusutamaan gender
yang dapat diambil oleh kemeterian Agama. Madden dan Dillon
mengidentifikasi pendekatan ini sebagai pendekatan pengaturan
agenda dan pendekatan pemersatu atau peran. pendekatan pengaturan
agenda dapat didefinisikan sebagai pelaksana pengarusutamaan
gender yang ideal. *Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan

yang ada diantara perempuan dan laki-laki. Taylor menegaskan

8 Tim Penyusun. Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan: Buku II Kebijakan
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.( Malang: Indonesia — Australia Partnership in
Basic Education, 2007.), 34-45

4 Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional, 2002.

6 Taylor, M. 2010. ‘Gender and Development’. Banllacht:Women in Ireland in Global
Solidarity.  [Online] http://www.banulacht.ie/docs/Taylor Gender and Development.doc
(Accessed 12 Maret 2015), 7
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bahwa dalam pengaturan agenda prespektif gender dan tujuan
kesetaraan gender dipandang sebagai pusat dari semua kegiatan
dalam pengembangan kebijakan , penelitian, advokasi, dialog,
undang-undang, alokasi sumber daya, perencanaan dan pemantauan
program dan proyek dengan cara memastikan bahwa lembaga-
lembaga, kebijakan dan program merespon kebutuhan dan
kepentingan perempuan serta laki-laki lalu mendistribusikan manfaat
secara adil antara perempuan dan laki-laki.

Pendekatan pemersatu atau peran adalah pendekatan yang
paling sering digunkan oleh lembaga-lembaga internasional.
Pendekatan ini berupaya untuk membangun isu-isu gender ke dalam
kerangka kerja pembangunan dan intervensi yang ada karenanya
memandang pengarusutamaan gender dari sudut pandang yang
berbeda. Dengan menggunakan pendekatan ini, agenda pembangunan
secara kesuluruhan tidak mengalami perubahan dan disesuaikan
untuk mencoba mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan
wanita gender. Dengan demikian perempuan dimasukkan ke dalam
banyak-banyak sektor dan programnya yang ada sebisa mungkin,
namun prioritas sektor dan program tidak berubah hanyaa karena

masalah gender.



